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ABSTRAK

Tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat Indonesia dapat dikatakan tinggi. Hal ini
didukung dengan rendahnya penghasilan masyarakat di daerah dan ketidaktahuan
masyarakat juga mendukung tetap beredarnya produk obat-obatan tersebut
secara luas di tambah lagi penjualan obat secara online lewat internet cenderung
murah dalam hal pemasarannya karena biaya untuk proses iklannya lebih murah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan BBPOM
Mataram dalam pengawasan obat-obatan penyebab problematikan gagal ginjal
akut pada anak-anak di kota Mataram N'TB, dan untuk mengetahui upaya hukum
yang dilakukan oleh BBPOM Mataram agar dapat optimal dalam melindungi
masyarakat terhadap obat-obatan penyebab problematika gagal ginjal akut pada
anak-anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian dan
pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan BBPOM kurang
efektif, meskipun telah melakukan pengawasan dengan melakukan raiza dan sidak
sebaiknya kegiatan itu dilakukan secara rutin dan dalam melakukan sosialisai atau
penyuluhan tidak terdapat kegiatan yang lebih dikhususkan untuk masalah obat-
obatan mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya) yang
menyebabkan gagal ginjal akut dan sosialisasi melalui media sosial masih kurang.
BBPOM Mataram tidak melakukan upaya hukum dikarenakan di kota Mataram
tidak adanya pabrik yang memproduksi obat, jadi hanya memberikan sanksi
adminsitratif kepada sarana-sarana kefarmasian apabila melanggar ketentuan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, BBPOM, Izin edar, Obat-obatan

ABSTRACT

The level of drug consumption in Indonesian society can be considered high. This is
supported by the low income of people in certain areas and the lack of awareness amonyg
the population, which further contributes to the widespread circulation of these drug
products. Additionally, the online sale of drugs through the internet tends to be cheaper
in terms of marketing costs due to the lower expenses for advertising. This research aims
to determine the effectiveness of the supervisory function of the Mataram Food and Drug
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Administration (BBPOM) in overseeing drugs that cause problematic acute kidney
failure in children in the city of Mataram, West Nusa Tenggara, and to identify the
legal efforts undertaken by the Mataram BBPOM to optimize the protection of the
public against drugs that cause problematic acute kidney failure in children. The
type of research used is empirical, employing legislative, conceptual, and sociological
approaches. The results of the research and discussion indicate that the effectiveness
of the BBPOM'’s supervisory function is insufficient. Although inspections and raids
have been conducted, it is recommended that these activities be carried out regularly.
Moreover, thereis alack of specialized activities for the issue of drugs containing Ethylene
Glycol and Diethylene Glycol (harmful chemicals) that cause acute kidney failure,
and socialization through social media remains inadequate. The Mataram BBPOM
does not take legal action because there are no drug manufacturing facilities in the city
of Mataram; therefore, only administrative sanctions are imposed on pharmaceutical
facilities if they violate requlations.

Keywords: Effectiveness, Supervision, BBPOM, Distribution Permit, Drugs
I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomi. Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain
Hukum Kesehatan.!

Dalam pelayanan kesehatan, obat adalah salah satu komponen yang penting dan
tidak tergantikan karena obat tetap dibutuhkan dalam sebagian besar upaya kesehatan.
Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, mendorong masyarakat
menuntut pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan yang berkualitas.?

Tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat Indonesia dapat dikatakan tinggi, produk
yang ditawarkan oleh merk-merk ternama memberi peluang bagi distributor produk
tersebut melakukan berbagai macam cara agar produk yang dijual dapat di pasarkan
dengan mudah tanpa melihat aspek khasiat yang meyakinkan dan keamanan dari
produk tersebut. Hal ini didukung dengan rendahnya penghasilan masyarakat di daerah
dan ketidaktahuan masyarakat juga mendukung tetap beredarnya produk obat-obatan
tersebut secara luas di tambah lagi penjualan obat secara online lewat internet cenderung
murah dalam hal pemasarannya karena biaya untuk proses iklannya lebih murah.?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan dalam pelayanan kesehatan

di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam pengawasan obat dan

ISri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Cet.3, (Depok: Rajawali
Pers,2017): 3

*Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia, Ed. 2, (Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008): 5

3Alfan Nur Zuhaid, et. All., Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara
Online di Indonesia, Journal Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No 3, (2016): 6
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makanan yang beredar di Masyarakat.* Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memiliki
tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya Etilen Glikol
dan Dietilen Glikol, baru-baru ini terjadi di Indonesia kasus Gagal Ginjal Akut pada
Anak-anak tersebar di 27 provinsi, 10 provinsi dengan kasus Gagal Ginjal Akut pada
Anak terbanyak dengan total kesluruhan sebanyak 326 kasus telah dilaporkan. BBPOM
khususnya di kota Mataram memiliki peranan dan kewajiban dalam melakukan upaya
pengawasan obat-obatan yang telah beredar.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai
berikut : 1. Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan BBPOM dalam izin edar terhadap
obat-obatan penyebab problematika gagal ginjal akut pada anak-anak di kota Mataram
NTB?; 2. Bagaimana Upaya hukum yang dilakukan oleh BBPOM agar dapat optimal
dalam melindungi masyarakat terhadap obat-obatan penyebab problematika gagal ginjal
akut pada anak-anak di kota Mataram N'TB?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 1. Untuk mengetahui Efektivitas
fungsi pengawasan Balai Besar POM Mataram dalam izin edar terhadap obat-obatan
penyebab problematika gagal ginjal akut pada anak-anak di kota Mataram N'TB; 2. Untuk
mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram agar dapat
optimal dalam melindungi masyarakat terhadap obat-obatan penyebab problematika
gagal ginjal akut pada anak-anak di kota Mataram NTB.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber jenis data dan bahan hukum
yang digunakan adalah bahan kepustakaan, hukum primer, bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dengan Teknik
bahan kepustakaan dan studi lapangan, wawancara. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian

lapangan dan kepustakaan yang kemudian diolah.

*Restia Noviani Putri, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan
BPOM (Studi Di Bpom Mataram), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 2, Issue 3,
(2022): 724
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III. PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Fungsi Pengawasan BBPOM Dalam Izin Edar Terhadap Obat-
Obatan Penyebab Problematika Gagal Ginjal Akut Pada Anak-Anak di Kota
Mataram NTB

Berbicara mengenai efektivitas hukum, maka dapat merujuk pada teori efektivitas
hukum yaitu suatu upaya yang memiliki efek atau akibat yang membuahkan hasil
tentang upaya atau tidakan yang dilakukan. Efektivitas hukum dilihat dari tujuan yang
ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Salah satu upaya yang lazimnya dilakukan agar
masyarakat mematuhi kaidah hukum yaitu dengan mencantumkan sanksi-sanksinya,
dengan maksud agar dapat menimbulkan motivasi agar seseorang tidak melakukan
tindakan yang tercela.

Ketika ingin mengetahui efektivitas hukum, maka kita harus terlebih dahulu
dapat mengukur hukum itu dipatuhi sebagian besar oleh target yang menjadi
sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa hukum yang tersebut efektif.
Namun, meskipun dikatakan aturan yang dipatuhi itu efektif, tetapi kita tetap bisa
mempertanyakan lebih lanjut tingkat efektivitasnya.®

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan jelas menentukan bahwa
pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional ditujukan
agar tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya dan setiap orang berhak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI (UPT Badan POM RI), Balai
Besar Pom Mataram memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional
di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. BBPOM Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari
Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat yang fungsinya melindungi masyarakat NTB
dari peredaran obat-obatan dan makanan yang tidak memenuhi syarat, ilegal dan tidak
memenuhi persyaratan-persyaratan.

Dalam melakukan pengawasan, terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh
BPOM, yaitu pengawasan pre-market adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI
untuk memeriksa setiap bahan obat yang digunakan sebelum diedarkan di masyarakat,
antara lain dengan melakukan standarisasi, pembinaan dan audit cara pembuatan obat
yang baik serta penilaian dan pengujian mutu keamanan sebelum produk dipasarkan.
Pengawasan pre-market adalah pengawasan preventif yang dilakukan BPOM untuk

memeriksa setiap bahan obat yang digunakan sebelum diedarkan di masyarakat, antara

SAchmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Un-
dang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009): 375
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lain dengan melakukan standarisasi, pembinaan dan audit cara pembuatan obat yang
baik serta penilaian dan pengujian mutu keamanan sebelum produk dipasarkan.

Pengawasan pre-market adalah pengawasan preventif yang dilakukan BPOM untuk
memeriksa setiap bahan obat yang digunakan sebelum diedarkan di masyarakat, antara
lain dengan melakukan standarisasi, pembinaan dan audit cara pembuatan obat yang
baik serta penilaian dan pengujian mutu keamanan sebelum produk dipasarkan.

Sedangkan pengawasan post-market adalah pengawasan yang dilakukan oleh Balai
Besar POM Mataram, pengawasan ini dilakukan setelah obat beredar di masyarakat.
Pengawasan post-market memiliki kegiatan sampling dan pengujian untuk memastikan
obat dan makanan yang beredarar memenuhi standar atau persyaratan dalam rangka
melindungi masyarakat dari obat menimbulkan resiko bagi kesehatan.®

Balai Besar POM telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan
BPOM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Teknis Di Lingkungan Badan POM RI. Balai Besar Pom Mataram memiliki
peran penting dalam melakukan pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pengawasan
yaitu preventif controll, dengan berkoordinasi bersama lintas sektor untuk memberitahu
bahwa terdapat produk yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia
berbahaya) yang dilarang, jika ada produk tersebut dapat segera dilakukan penarikan.”

Balai Besar POM Mataram melakukan pengawasan dengan cara monitoring produk
recall yaitu melakukan razia, sidak ke lapangan, dan penelusuran sarana-sarana
kefarmasian bersama dengan instansi terkait. Terdapat 222 sarana kefarmasian yang
melayani penjualan sirup-sirup tersebut, instalasi farmasi kab/kota merupakan yang
mendistribusikan obat-obatan ke puskesmas-puskesmas, dan 7 sarana Pedagang Besar
Farmasi yang menyuplai obat-obatan ke apotek. Dengan hasil temuan 19 item produk
jumlahnya 41.625 botol produk recall dan diminta untuk dikembalikan. Tentu jumlah
yang sangat banyak dari hasil temuan obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol
dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya) melebihi ambang batas aman yang sudah
banyak beredar di kota Mataram dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat,
tidak memenuhi kriteria mutu yang memenuhi syarat dan Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB), melebihi ambang batas aman dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai
Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/
X1/2008 tentang Registrasi Obat.

Selain itu obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan izin edar obat dalam rangka
upaya penyembuhan penyakit. Menurut pendapat penulis meskipun Balai Besar

POM Mataram melakukan pengawasan dalam bentuk razia dan sidak dengan sistem

Ni kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat
Berbahaya, Jurnal, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No 2, (2020): 247

"Hasil wawancara dengan bapak Hardiono Adisaputra, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, 30 Januari 2023,
Kantor Balai Besar POM Mataram.
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monitoring produk recall, sebaiknya kegiatan itu dilakukan secara rutin sesuai dengan
waktu pengawasan berkala, tidak hanya saat banyak terjadinya kasus karena obat-
obatan tersebut telah lama beredar di masyarakat dan obat-obatan itu di produksi oleh
perusahaan besar dan ternama. Dikhawatirkan masih terdapat sarana-sarana yang tetap
melayani penjualan obat-obatan dengan tetap menjual obat-obatan yang mengandung
Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya) melebihi ambang batas aman
yang telah ditetapkan.?

Walaupun Balai Besar POM Mataram telah melakukan koordinasi dengan lintas
sektor dalam melakukan pengawasan, tetapi masih kurangnya koordinasi kegiatan
pengawasan dalam bentuk razia dan sidak ke sarana-sarana penjualan obat dimana
seperti yang dikatakan oleh bapak Gusti Lanang bidang Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Mataram total hanya 1 kali dilakukan sidak bersama
tim besar atau sama-sama stakeholder. Jumlah yang sedikit dalam kegiatan pengawasan
obat dan makanan, yang dimana sejak awal dikatakan bahwa Balai Besar Pom Mataram
melakukan koordinasi dengan lintas sektor.

Untuk itu dalam berkoordinasi dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan
sangatlah penting karena pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif. Lebih lanjut
dalam hal sosialisasi atau penyuluhan dimana Balai Besar POM Mataram melakukan
kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat maupun melalui
media sosial bisa dikatakan kurang efektif karena setelah penulis melakukan penelitian
pada kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di laporan tahunan 2022 Balai
Besar Pom Mataram dan media sosial kegiatan tersebut ada, tetapi kegiatan yang lebih
dikhususkan terhadap obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol
(zat kimia berbahaya) tidak ada, jadi kegiatan tersebut digabungkan dengan kegiatan
lainnya dan pada sosial media terutama youtube serta facebook tidak ada dari Balai Besar
POM Mataram yang melakukan sosialisasi dengan membagikan kegiatan dalam bentuk
rekaman video tentang obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol
(zat kimia berbahaya), seperti yang diketahui bahwa penyebaran informasi melalui sosial

media sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah.’

3.2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh BBPOM Agar Dapat Optimal Dalam
Melindungi Masyarakat Terhadap Obat-Obatan Penyebab Problematika Gagal
Ginjal Akut Pada Anak-Anak di Kota Mataram

Berdasarkan amanat yang terdapat dalam pasal 24 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah
satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

8Hasil wawancara dengan bapak Hardiono Adisaputra, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, 30 Januari 2023,
Kantor Balai Besar POM Mataram.

YHasil wawancara dengan bapak Gusti Lanang bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota
Mataram 24 Maret 2023, kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram.
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terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan
hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

Salah satu bentuk ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen
obat adalah dengan menarik produk yang sudah dipasarkan ini karena tidak memenuhi
persyaratan mutu untuk kualitas produk dipasarkan ke masyarakat. Tentunya, itu
sebagai bentuk ketegasan dari pemerintah dalam hal ini BPOM untuk melindungi hak-
hak konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh produsen obat.°

Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menangani permasalahan
konsumen antara lain melalui pengawasan dan pengamanan. Pihak pemerintah yang
dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berwenang
untuk melakukan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dalam upaya melindungi
konsumen dari pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin
kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki lingkup yang
sangat luas, meliputi perlindungan konsumen atas barang dan jasa, mulai dari tahap
kegiatan memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang dan/
atau jasa tersebut. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini
biasanya tertuang dalam isi peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar tidak
ada larangan hukum yang dilanggar oleh masyarakat. Sedangkan upaya hukum represif
merupakan perlindungan hukum yang cenderung ditujukan untuk menyelesaikan
perselisihan. Upaya hukum represif adalah upaya yang ditempuh untuk mengakhiri
suatu permasalahan yang terjadi.

Balai Besar POM di Mataram tidak melakukan upaya hukum karena di wilayah
kota Mataram tidak terdapat pabrik yang memproduksi obat-obatan, tetapi jika yang
mengedarkan obat-obatan tersebut tentunya ada yaitu sarana pelayanan kefarmasian,
Balai Besar POM Mataram hanya akan melakukan upaya hukum apabila adanya unsur-
unsur tindak pidana, jadi yang dilakukan yaitu monitoring dan penarikan produk
jangan sampai ada obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol
(zat kimia berbahaya) melebihi ambang batas aman masih dikonsumsi masyarakat dan
masih beredar di masyarakat, melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tetap hati-hati dalam membeli
dan mengonsumsi obat-obatan, jika masyarakat terlanjur memiliki obat-obatan yang
mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya) bisa langsung

membuang dengan pemusnahan secara benar, dan juga memberikan sanksi administratif

10 Sudewi, Op.cit.,him.248
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terhadap sarana kefarmasian yang apabila melanggar, seperti : 1) Penarikan produk dari
peredaran; 2) Penyitaan untuk dimusnahkan; 3) Pembekuan izin edar."!

Dalam pelaksanaan sanksi administratif Balai Besar POM Mataram terlebih
dahulu melakukan razia dan sidak ke apotek, toko obat, kios, maupun toko-toko kecil,
apabila masih memperjual belikan obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan
Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya) yang melebihi ambang batas aman maka Balai
Besar POM Mataram dapat memberikan sanksi administratif sesuai Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 pasal 6 tentang Pedoman Tindak
Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, seperti penarikan produk dari peredaran,
penyitaan kemudian untuk dimusnahkan dan pembekuan izin edar terhadap sarana
pelayanan kefarmasian. Dalam hal penarikan obat-obatan telah diatur pada Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan
Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan,
Khasiat, Mutu, dan Label, apabila pelanggaran yang dilakukan cukup bukti maka bisa
masuk ke ranah pidana, dan pelanggaran terhadap obat-obatan dapat diproses secara
hukum pidana yang selanjutnya akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negderi Sipil
(PPNS) Balai Besar POM Mataram.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM Mataram sudah sebagaimana semestinya
hanyasajadapatdikatakan kurangefektifkarenamasihadaapotek yang tidak dilakukan
razia dansidak, juga tidak ada sosialisasi atau penyuluhan yang lebih difokuskan untuk
obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya)
melebihi ambang batas aman terhadap masyarakat.

2. Balai Besar POM Mataram tidak melakukan upaya hukum, karena di kota Mataram
tidak terdapat pabrik yang membuat obat-obatan, maka upaya yang dapat dilakukan
oleh Balai Besar POM Mataram yaitu upaya dengan memberikan sanksi administratif
berupa: 1) Penarikan produk dari peredaran, 2) Penyitaan untuk dimusnahkan, 3)
Pembekuan izin edar kepada apotek maupun toko obat yang apabila masih menjual
dan mengedarkan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM.

4.2. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan razia dan sidak, Balai Besar POM Mataram perlu lebih giat
dan menyeluruh, dan juga sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan berkaitan obat-
obatan yang mengandung Dietilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya)

melebihi ambang batas aman ada baiknya tidak digabungkan dengan kegiatan lainnya

"Hasil wawancara dengan bapak Hardiono Adisaputra, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, 30 Januari 2023,
kantor Balai Besar POM Mataram.
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agar masyarakat bisa tahu bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM
Mataram.

2. Balai Besar POM Mataram harus meningkatkan upaya kesadaran masyarakat bahwa
ada obat-obatan mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat kimia berbahaya)
agarselaluberhati-hatidalammembelidanmengonsumsiobattersebutdanmemberikan
sanksi tegas terhadap sarana pelayanan kefarmasian apabila masih menjual dan
mengedarkan obat-obatan yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (zat
kimia berbahaya) yang melebihi ambang batas aman yang telah dilarang dan dicabut
izin edarnya oleh BPOM.
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